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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait 

dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bahwa prakik paron hewan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan telah 

berjalan sejah dahulu dan sudah menjadi kebiasan masyarakat di sana. 

Dan prakik Paron tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan atau 

sudah sesuai dengan hukum Islam. 

2. Bahwa dalam praktik paron yang terjadi di Desa Gunung Sereng 

Kecamatan Kabupaten Bangkalan perawat hewan boleh memanfaatkan 

hewan paron tanpa ada persetujuan dari pemilik hewan dan tanpa 

disebutkan diawal akad. Hal itu sudah biasa dilakukan dan sudah 

menjadi kebiasaan ketika masyarakat di sana melakukan paron dan 

pemilik hewan tidak keberatan jika hewannya dimanfaatkan oleh 

pemelihara walaupun hal tersebut tidak disebutkan atau tidak 

disepakati ketika awal melakukan akad paronk karena hal itu memang 

sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sedangkan menurut 

hokum Islam, susuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bisa 

dijadikan landasan hokum sehingga pemanfaatan objek dari praktik 

paron  sudah sesuai dengan hokum Islam. 
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B. Saran  

Hendaknya dalam melakukan praktik paron hewan semua 

ketentua-ketentuan yang berkaitan dengan praktik paron hewan seperti 

tentang pemanfaatan hewan paron, dan tentang masa kerja atau lamanya 

perjanjian paron ditentukan di awal akad walaupun hal tersebut sudah 

menjadi suatu kebiasaan supaya semuanya lebih jelas dan tidak terjadi 

suatu kesalah pahaman dikemudian hari ketika akad telah berlangsung. 

Dan hendaknya perjanjian ini dibuatkan surat perjanjian supaya lebih jelas 

dan memiliki naungan hukum. 


